
SALINAN

BUPATI MAGETAN

PROVINSI」AWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR l TAHUN 2015

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI MAGETAN,

a. bahwa Kabupaten Magetan telah memiliki Perusahaan

Daerah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan

yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah Magetan;

b. bahwa guna meningkatkan kinerja Perusahaan

Daerah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan

serta sejalan dengan perkembangan peraturan

perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan

kepada masyarakat, beberapa ketentuan yang

tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Magetan perlu dilakukan Perubahan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan;



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 (t embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 1O Tahun

1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (trmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2O08 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

kmbaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2O08 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2004 tentang kmbaga Penjamin

Simpanan Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 8, Tambahan

lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 106, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undarg Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

l0.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20ll tentang

Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20ll Nomor 111, Tambahan

L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

ll.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintah Daerah (tembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undalg-Undang

Nomor 2 Tahun 2O15 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
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Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 24, Tarr:bahan L,embaran Negara Republik

Nomor 5657);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Investasi Pemerintah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangal (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat

Milik Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Bank Indonesia Nomor Ll/23/PBl/2O09

tentang Bank Pembiayaan Ralryat Syariah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5027);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2OL2 tentang pedoman pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor g
Tahun 2O08 tentang pendirian perseroan Terbatas

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O08 Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7
Tahun 2Ol2 tentang Pedoman penyertaan Modal

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2Ol2 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 18);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor g
Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
(kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013

Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  DAERAH  TENTANG   PERSEROAN

TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

MAGETAN
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Magetan.

3. Bupati adalah Bupati Magetan.

4. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat

(BPR) Syariah Magetan yang selanjutnya disingkat PT

BPR Syariah adalah Badan Usaha Milik Pemerintah

Kabupaten Magetan yang melakukan usahanya di

bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip

Syariah, yang modalnya baik seluruh maupun

sebagian merupakan kekayaan daerah yang

dipisahkan.

5. Direksi adalah Direksi PT BPR Syariah.

6. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Pt BPR

Syariah.

7. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas

Syariah PI BPR Syariah.

8. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam

kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yarlg

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan

dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

9. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya

disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada

Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang

ditentukan dalam peratural perundang-undangan

dan/atau anggaran dasar.

10. Pegawai adalah Pegawai P/f BPR Syariah.

1 1. Perjanjian Pembiayaan Syariah yang selanjutnya

disebut Akad adalah kesepakatan tertulis antara PT

BPR Syariah dan pihak lain yang memuat adanya

6



hak dan kewajiban bagr masing-masing pihak sesuai

dengan Prinsip Syariah.

12. Wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara
pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak
yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk
menjaga keselamatan keamanal serta keutuhan

barang/uang .

13. Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli

dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih

sebagai keuntungan yang disepakati.

14. Salam adalah akad pembiayaan suatu barang

dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang

dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu
yang disepakati.

15. lsfishna adalah akad pembiayaan barang dalam

bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu

dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang

disepakati antara pemesan atau pembeli (rutsto.shni)

dan penjual atau pembuat (shani).

16. Mudlwrabah adaJah akad kerja sama suatu usaha

antara pihak pertama (malik, sLwhibul mal, atau

Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan

pihak kedua ('amil, mudhaib, atau Nasabah) yang

bertindak selaku pengelola dana dengan membagi

keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang

dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian

ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali
jika pihak kedua melakukan kesalahan yang

disengaja, lalai atau menyalahi pe{anjian.

17. Mu.sgarakah adalah kerl'asama antara beberapa

pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam

suatu usaha, dimana masing-masing pihak

mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan,

membatalkan haknya dalam pelaksanaan/

mana,jemen usaha tersebut.
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lS.Ijarah adalah al<ad sewa menyewa barang ar:tara

bar:k (Mu'ajii') dengan penyewa $Wustajir), setelah

masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan

kepada lufu'ajir.

19. Rahn adalah akad penyerahan barang/ harta

(Matrun) dari nasabah (Rahinl kepada Bank

(Mtrtahitl) sebagai jaminan atas seluruh hutang.

20. Qardh adalah akad pinjaman dana kepada Nasabah

dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib

mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu
yang telah disepakati.

21. Qardfuil Hasan adalah akad pinjaman dari bank

{Muqridtq kepada pihak tertentu (Iutuqtari.dfi wntuk

tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan

jumlah yang sama sesuai pinjaman.

22. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan

kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

23. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat

OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas

dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai

fungsi, tugas, dan wewenzrng pengaturan,

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Keuangan.

Otoritas Jasa

BAB II

DASAR PENDIRIAN

Pasal 2

PT BPR Syariah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang

didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Magetan.
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